
GTJBER}IUR LAMPIING
KEPUTUSAIT GUBERNUR LAMPUITG

NOMoR: c/ to IB.O'JlIJI{.l2O22
TENTANG

PROGRAM PEIIYI'SUNAIT RANCANGAN PERATT'RAN GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 2022

GT'BERIIUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015, perlu
disusun perencuulaan program penyusunan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut
di atas, dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan
Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur l,ampung
tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
Provinsi lampung Tahun 2022;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke4'a;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-u ndangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai66112 telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201g;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi la.mpung;

MEMUTUSXAIT:

XEPUTUSAIT GT'BERIYT'R TEIITAITG PROGRAM PEITY-T'SI'ITAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNT'R LAMPT'IYG TATTUN 2022.

Menetapkan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur Provinsi Lampung Tahwn 2O22 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Irri.

Penyusunan Rancangan Perahrran Gubernur yang ditetapkan
dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubemur
sebagaimana dimaksud pada Dikum Kesatu tidak termasuk:

a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan
evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

b. Pencabutan Peraturarr Gubernur; dan

c. Perubaliaa Peraturan Gubernur.

Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan
Peraturan Gubernur di luar Pr,ogram Penyusunan Peraturan
Gubernur sebagaimana rlimpksud pada Dilrtum Kesatu, apabila:

a. untuk menga.tasi keadaan luar biasa;

b. untuk menga.tasi keadaal konflik;
c. untuk menga.tasi keadaan bencana alam;

d. adanya akibat kerjasama dengan pihak l,ain; dan

e. keadaan tertentu lainnya yalg memastikan adanya urgensi
atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
rlalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditef a pkan di Telukbetung
pada tanggal ,;- I -
GI'BERIN'R IAUPTN{G,

ARIXAL INIMAIDI

2022

Tembusan:
1. Mentcri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Ftovinsi I -rnpung di Telukbetung;
3. Inspelftur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang berssukutan.

KESATU



],AMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR I G/ /8.o3/HK/2o22TANGGAL: 2022

PROGRAM PEITTUSUNAIT RANCAI{GAN PERATI'RAIT GUBERITUR LAMPUNG
TAHIII{ 2022

NO. INSTANSI PENGUSUL JUDUL PERGUB PERTIMBANGAN DAII DASAR
PETIN'SUNAt{

1. Rencana Aksi Daerah
Perlindungan dan
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
da-lam Konflik Sosia1

Tindak lanjut Peraturan Menteri
Koordinator Bidang pemba-ngunan
Manusia dan KebudayaanNomor 5
Tahun 2021 tentang Rencana al<si
Nasional Perlindungan dan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
dalam Konflik Sosial Tahun 2O2O-2O25

Tindak lanjut Perda Nomor 13 Tahun
2Ol7 tentang Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

I Dlaes Pemberdayaaa
Perempuaa dan
Perlladuagaa Anak

2. Perlindungan Anal<
Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBMI

1. Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor
Dan Bea Balik Nama
Kendaraal Bermotor
Tahun 2022.

Mengatur tentang Nilai Jual Kendaraan
Bermotor (NJKB) untuk kendaraan baru
tahun 2022 serta NJKB kendaraan
tahun-tahun sebelumnya yang
digunal<ar sebagai Dasar pengenaan
PKB dan BBNKB Tahun 2022.

II Peadapataa

2. Petunjuk Pelaksana
Peraturan Daerah
Provinsi l,ampung
Nomor 3 Tahun 201 1

tentang Retribusi
Daerah.

Pelaksalaal Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah.

KepegaraiarrBadan
Daerah

Manajemen Aparatur
Sipil Nega-ra di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung

III Tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen PNS sebagaimana telah
diubal dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020

1. Akuisis Arsip
di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
l,ampung

Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi
L€mpung Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

2. Pedoman
Klasifikasi Arsip di
Lingkungart
Pemerintahan Provinsi
Lampung

Tindak lanjut Peraturan Daerah Frovinsi
Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraar Kearsipan

3. Sistem Klasifikasi
Keamanal dan
Akses Arsip

Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 4 Taiun 202 1 tentang
Penyelenggaraan Kea-rsipan

4. Jadwal
Arsip
l,ampung

Retensi
Provinsi

Tinda-k lanjut Peraturan Daerah Provinsi
Iampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kea-rsipan

Budaya5. Peningkatan
Literasi

Tindak lanjut Peraturan Daerah Frovinsi
l,ampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Peningkatan Budaya Literasi

Dtna: Perpu*ataaa daa
Keardpan Prryirrsl
Lanpulg

6. Tran sformasi
Perpu stakaan
Berbasis Inklusi

Tindak lanjut Peraturan Daerah provinsi
lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraal perpustakaan

Badatr
Keuarrgarr
Daerah

Peagelolaaa
daa Aset

Sistem dan
Akuntansi
Daerah

Prosedur
Keuangan

Tindak lanjut peraturan Daeral Nomor 5Tahun 2O2l tentang pengelolaan
Keuangan Daerah

I

I

I

I

l

I

i

I

tl
I

I

I

Badea
Daerah

I

I

I

ry.

v.



-4-

x.

Ittspehorat Pedoman pengelolaan Resiko di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung

Tindak lanjut Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Taiun
2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

Pedoman pengadaan, pengelolaan
barang dan jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang BLUD

Sistem Akuntansi dan pelaporan
Keuangan Badan Layanan

Tindal< lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang BLUD

Tarif pelayanan kesehatan Rumal
Sakit Jiwa Daerah Provinsi
I,ampung

Tindat lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang BLUD.

VII. Rumah Saldt Jiwa
Daerah

Tindak lanjut Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Sampah

LilgkuEgar Jakstrada Pengelolaan Sampah

Penetapan Kawasan Permukiman
Kumuh Kewenangan Provinsi
dengan Luas 10 (sepuluh) Ha
Sampai Dengan Di Bawah 15 (lima
belas) Ha

Tindak laljut Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun
2O2l tentalrg Perubahal Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Sanitasi total trerbasis
masya,ralat (STBM) dan
Percepatan Pelayanan Askes Air
Minum Provinsi

Tindak lanjut Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat.

IX. Dlnas Perumehan,
Kawasal
Peruuklaan darl
Ctpta Kar5ra

1. Pengadaan Barang dan/Jasa
BLUD di RSUD Dr.H.Abdul
Moeloek Provinsi Lampung

Tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
20 18 tentang BLUD

Tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang BLUD

3. Mekanisme pengajuarr
utang/pinjamaa pada Badan
l-ayanal]- Umum Daerah
RSUDAM Provinsi Lampung

Tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang BLUD

4. Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan
Rawat Jalan, Instalasi Gawat
Darurat, Kelas ll, Kelas
Khusus, Kelas I, Utama (VIP)
DAN Eksekutif IVVIP) Pada
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung

Tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang BLUD

Rur[eh Sallt Umum
Daerah Dr.H. Abdul
MoeloeL

5. Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Atas peraturan
Gubernur Lampung Nomor 4g
Tahun 2019 Tentang Sistem
Remunerasi pada RSUD Dr- H.Abdul Moeloek provinsi
Lampung

vI.

I

l

I

I

VIII. Diras
Htdup

I

I

I

I

I

I

I

Tindak lanjut Peraturan Menteri I

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun ]

2018 tentans BLUD 
I

I

I

2. Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Salit
Umum Daerah Dr. H Abdul
Moeloek Provinsi l,ampung
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6. Pengangkatan dan
Pemberhentian Pegawai
Profesional Non PNS Pada
Badan Layaran Umum
Daerah Rumah Sakit
Umum Dr. H. Abdul
Moeloek Provinsi
Lampung

Tinda-k laljut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang BLUD

XI Blro Organisasi l.Perubahal atas Peraturan
Gubemur Lampung
Nomor li Tahun 2020
tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Keq'a
Rumah Sakit Dr. H.
Abdul Moeloek Provinsi
Lampung

Tindak lanjut pengajuan perubahan
dar-i Struktur Organisasi Pada RSUD
Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi
Lampung

2. Pakatan Dinas Aparatur
Sipil Negara Dilingkungan
Pemerintah Provinsi
Lampung

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Pakaian Dinas Apa.ratur Sipil Negara
di Lingkungal Kementerian Dalam
Negeri dal Pemerintah Daerah

Dlnas Pendidi.kaa daa
Kebudayaan

Penerimaan Peserta Didik
Baru

Tindak lanjut Peraturan Pemerintatr
Nomor 17 Tahun 2OlO tentang
Pengelolaal dan Penyelenggaraan
Pendidikan

Penyelenggaraan Sekolah
Menengah Atas Negeri
Keberbakatan Olalraga
Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung

Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloiaal dal Penyelenggaraarr
Pendidikan

Badan Penanggulaagan
Beacasa Daersh

Rencana Kontijensi Bencana
Banjir provinsi Lampung

Tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraal Penanggulalgan
Bencana.

xrv Di-nas Sosial Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 7 Tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan
Kesejaiteraan Sosial Bagi
Penyardalg Disabilitas

Tindak lanjut Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun
2O2l tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Bagi Penyandang
Disabilitas

Badao Perencaoaaa
Pembangularr Dacrah

Rencana Ke{a Pemerintal
Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2023

GUBERIIUR LAMPUNG,

:-xdt-

ARINAL DJUIYAIDI

I

I

tt

I

xlt.

xIIl.

l

xv.I

I

lfi.,a.t Uniur Peraturan Menteri
I Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

I tentang Tata Cara Perencanaan,
I Pengendalian Dan Evaluasi
I Pembangunan Daerah, Tata Cara
I Evaluasi Rancangan Peraturan
I Daerah tentang Rencana

I Pembangunan Jangka Menengah

I Daerah, Serta Tata Cara Perubaian
I Rencana Pembangunan Jangka I

I Panjang Daerah, Rencana 
I

I Pembangunan Jangka Menengah 
I

I Daerah, Dan Rencana Kerja
I Pemerintah Daerah 

]
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6. Pengangkatar dan
Pemberhentian Pegawai
Profesional Non PNS Pada
Badan tayanan Umum
Daerah Rumah Sakit
Umum Dr. H. Abdul
Moeloek Provinsi
Lampung

Tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang BLUD

l.Perubahan atas Peraturan
Gubemur Lampung
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Keda
Rumah Sakit Dr. H.
Abdul Moeloek Provinsi
Lampung

Tindak lanjut pengajuan perubahan
da.ri Struktur Organisasi Pada RSUD
Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi
Lampung

Biro Organisasl

2. Pakaian Dinas Aparatur
Sipil Negara Dilingkungan
Pemerintah Provinsi
Lampung

Peraturan Menteri Da-lam Negeri
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
di Lingkungar Kementerian Da.lam
Negeri dart Pemerintai Daerah

Penerimaan Peserta Didik
Baru

Tindat lanjut Peraturan Pemerintal
Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dal Penyelenggaraan
Pendidikan

Dlnac PendidlLaa daa
Kebudayaan

Penyelenggaraan Sekolah
Menengah Atas Negeri
Keberbakatan Olahraga
Pemerinta,h Daerah Provinsi
Lampung

Tindat Lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Talun 2010 tentang
Pengelolaal dan Penyelenggaraan
Pendidikan

Rencana Kontijensi Bencana
Banjir provinsi Lampung

XIII Badan Peaanggulalrgaa
Bencaaa Daerah

Tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penalggulangan
Bencana.

Dinas Sosial Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daera} Provinsi
Lampung Nomor 7 Tahun
2O2l tentang
Penyelenggaraan
Kesejaiteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas

Tindak lanjut Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun
2O2l tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Bagi Penyandang
Disabilitas

Rencana KerJ'a Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2023

Tindak Lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaal,
Pengenda,lian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Keq'a
Pemerintah Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,

ARII{A! DJUIYNDI

I

xr.

I

I

tt

tt

I

I(lr. Badaa Perencaaaaa
Pembaaguaan Daerah

l

I

I

I

I

lt
tl I

I

'--xrtt-
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peratural
Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2O22 sebagaimana tercantum
dalam l,ampiran Keputusan Ini.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan
dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:

a. Rancangan Peraturan Gubemur yang telah dilakukan
evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan

c. Perubahan Peraturan Gubemur.

Dalam keadaan tertentu Gubemur dapat menyusun Rancangan
Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa;

b. untuk mengatasi keadaan konflik;

c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;

d. adanya akibat ke{asama dengan pihak lain; dan

e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal , 1-
GUBERNI'R LAMPUNG,

2022

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Baldar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Lampung di relukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

---lttt-
ARINAL DJUNNDI
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Peogar-rgkatan dan
Pemberhential Pegawai
Profesional Non PNS Pada
Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum
Dr. H. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung

6 Tindak lanjut Peraturan Menteri Dala'n
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
BLUD

XI Biro Orgalilali Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan PeBerintah
Provinsi Lampung

1 Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam
Negeri NoEor 54 Tahun 2OO9 tentang
Tata Naskal. Dinas Di Lingkungarr
Pemerintah Daerah

2- P^k^:2n Dinas Aparatur Sipil
Negara Dilingkungan
PeEerintah Provinsi
LaEpunB

Tindaklaljut Peratu.an Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2O2o te']tzlfg
Pakaian Dinas Apa-ratur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerinta}l Daerah

3. Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung

XII daaDinas PeadidlLa!
Kebudaya.!

I Penerimaan Peserta Didik
Baru

Tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2OlO tentang
Pengelolaan da-rr Penyelenggaraan
Pendidikan

Penyelenggaraan Sekolah
Menengah Atas Negeri
Keberbakatan Olahraga
Perlerintah Daerah Provinsi
Lanpung

2 Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

3. Peta Ja.lan PengeEbangan
SMK Provinsi LaDpung
Tablllt 2O2O-2O24

Tindaklanjuti lnstrutsi Presiden Nomor
O9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK

:cII. Badaa Penaaggulaagaa
BeEca[s Daerab

Rencana Kontijensi Benca-na
Banjir provinsi Larnpung

Tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 2f Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.

Dina: Soslal Petunjuk Pel,aksanaan
Peraturan Daerah hovinsi
Lampung Nomor 7 Tahun 2O21
te[tang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagt
Penyandang Disabilitas

Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraal Bagi
Penyandang Disabilitas

xv Bada.o PereEca.Eaaa
PeEbalgutra! Daerqh

Rencana Kefa Peaerintah
Daerah (RKPD) Provinsi
lampung Tahun 2O23

Tindak l,anjut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunaa Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancalgan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Ca-ra Perubahan
Rencana Pernbangulan Jangka Panjang
Daerah, Renca'a Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJI'TVAIDI

I

I

I

I

tl
I

I

Tindaklanjut Peraturan Pemerintah
NoEor 12 Tahua 2Ol9 rentang
Pengelolaan KeuanSan Daera.h 

I

I

I

I

I

xrv.
I

I

'--)E./zf--



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

-2-

Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur Provinsi l,ampung Tahun 2022 sr-bagaimana terca.ntum
dalam l,ampiran Keputusan Ini.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan
dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:

a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan
evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan

c. Perubahan Peraturan Gubernur.

Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan
Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa;

b. untuk mengatasi keadaan konflik;
c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;

d. adanya akibat kedasama dengan pihak lain; dan

e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERITUR LIIMPUIYG,

ARINAL DJUNAIDI

2022

1

2
3
4
5

. Menteri Da_lam Negeri RI di Jalarta;

. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

. Kepa.la Badan Perencanaan pembangunan Daerah provinsi Lampung di relukbetung;

. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

----flif


